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Abstrak

Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) dilakukan berdasarkan perencanaan yang sistematis dan disesuaikan dengan kondisi,
kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Merujuk Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
dalam rangka permintaan audit dan perhitungan kerugian uang negara. Sebelum dimulainya acara
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dilakukan terlebih dahulu Pra Rapat
Koordinasi Pengawasan Daerah (Pra Rakorwasda). Tujuan diselenggarakannya Rakorwasda
tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah Menyamakan persepsi terhadap
implementasi Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan
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Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024; dan Penandatanganan
Komitmen Bersama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah antara Inspektur Provinsi NTB dengan Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Kata Kunci: Rakorwasda, Pengawasan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Eksistensi Institusi Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Daerah dihajatkan sebagai
penjamin efektifitas, efisiensi dan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan perundang
undangan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Daerah oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dilakukan berdasarkan perencanaan yang sistematis dan disesuaikan dengan
kondisi, kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Merujuk Permendagri No. 19 Tahun
2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2024, fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024
diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu "Mempercepat
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan?

Dalam rangka menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini,
maka diperlukan harmonisasi antar lembaga dan tingkat pemerintahan dalam menyusun jadwal
pelaksanaan Binwas tersebut. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkoordinasi
dengan Bupati/ Walikota untuk menyelaraskan kegiatan Binwas pada pemerintah daerah
Kabupaten/ Kota. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT).

Rapat koordinasi merupakan forum perencanaan bagi semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lembaga/Satuan Kerja, yang bertujuan untuk
membahas dan menetapkan usulan anggaran terkait dengan program kerja masing-masing pihak.
Pertemuan koordinasi dalam perencanaan kegiatan biasanya dilakukan menjelang akhir tahun
anggaran, untuk merencanakan anggaran tahun berikutnya. Pertemuan ini melibatkan semua pihak
terkait, baik dari lingkup internal maupun eksternal organisasi, yang terkait dengan pelaksanaan
anggaran. Rapat koordinasi harus mampu mengumpulkan semua informasi yang diperlukan,
seperti data kinerja tahun sebelumnya, target dan indikator program tahun berjalan, serta kendala
dan tantangan yang dihadapi. Informasi ini berguna untuk pertimbangan bersama dalam
penyusunan rencana anggaran tahun depan. Dengan adanya pertemuan koordinasi ini diharapkan
setiap unit organisasi dapat dengan cepat memahami dan menyelaraskan program kerja masing-
masing, sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Ketika
pelaksanaan berjalan dengan baik, maka tingkat penggunaan dan penyerapan anggaran yang telah
ditetapkan di awal tahun anggaran dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, tujuan
perencanaan anggaran dapat terwujud dengan maksimal (Hendrawan et al., 2021)

Pengawasan di lingkungan pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan
dilakukan oleh berbagai lembaga seperti BPK RI dan APIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat
Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND, serta Inspektorat Provinsi,
Kabupaten, dan Kota. Meskipun jumlah lembaga pengawasan sangat banyak, namun sayangnya
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kinerja mereka masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Terdapat beberapa masalah yang
menghambat efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah masih
adanya penyimpangan yang terus menerus terjadi, yang berdampak pada kerugian negara. Selain
itu, tingkat keberhasilan dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang diawasi juga masih rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan antara
lembaga pengawasan intern dan ekstern. Peran dan fungsi dari lembaga pengawasan intern dan
ekstern seharusnya dapat saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan
bersih. Namun, hingga saat ini, terlihat bahwa upaya tersebut masih belum maksimal. Oleh karena
itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara lembaga pengawasan agar pengawasan dapat
dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien guna mencegah terjadinya penyimpangan dan
memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa depan (good government)
(Haris, 2016).

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan
daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan tercapainya efisiensi dan
efektivitas dari pelaksanaan otonomi daerah. Pembinaan dan pengawasan ini menjadi sangat
relevan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan penyesuaian terhadap
ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tingkat pusat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah secara komprehensif mengatur tentang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut pengaturan dalam UU tersebut, pembinaan
didefinisikan sebagai berbagai upaya, langkah, strategi, serta kegiatan yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat tercapai tujuan NKRI secara
keseluruhan. Sementara itu, pengawasan ialah serangkaian tindakan monitoring, evaluasi, dan
pendampingan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam
bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembinaan dan
pengawasan merupakan instrumen penting bagi pemerintah pusat dalam menjamin terkelolanya
otonomi daerah secara bertanggungjawab, akuntabel, serta mendorong peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.

Rakorwasda tetap merupakan kegiatan strategis. Rencana kegiatan merupakan satu langkah
untuk integrasi dan sinergi antar segenap sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, intensitas koordinasi
antara APIP Inspektorat Provinsi NTB dengan APIP Kabupaten/Kota se NTB perlu terus
ditingkatkan. Rakorwasda tingkat Provinsi NTB Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi hal
tersebut.

Tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2023 ini adalah untuk menyamakan persepsi dan
pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi dan operasionalisasi Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tahun fiskal 2024. Peraturan ini
diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh aktor pemerintahan dalam
menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan daerah di Provinsi NTB. Selain itu Rakorwasda
juga bertujuan untuk menandatangani Komitmen Bersama antara Inspektur Jenderal Daerah
Provinsi NTB dengan para Inspektur Daerah pada tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah
NTB. Komitmen ini bertujuan untuk menegaskan keseriusan dan komitmen bersama antar jajaran
dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya
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masing-masing. Hal ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keterukuran dari
pemerintahan daerah sesuai prinsip good governance. Pelaksanaan Rakorwasda ini diharapkan
dapat menciptakan sinergitas dan kerangka kerja bersama guna memaksimalkan implementasi
otonomi daerah berdasarkan regulasi dan norma yang berlaku.

METODE

Metode yang digunakan dalam magang/PKL Mahasiswa UMMAT kepada Inspektorat
Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain yaitu metode observasi lapangan atau di wilayah kantor
Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana dalam mengenali lingkungan kantor mahasiswa
Ummat mendapat arahan serta bimbingan dari para staff kantor untuk kegiatan yang
diikutserkankan.

Sebelum dimulainya acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dilakukan
terlebih dahulu Pra Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Pra Rakorwasda) yang dilaksanakan
pada hari Selasa, 20 Februari 2024 bertempat di Gedung Raja Langko Kantor Inspektorat Provinsi
NTB. Adapun acara Rakorwasda sendiri dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari 2024 bertempat
di Hotel Lombok Raya JI Panca Usaha No. 11 Cilinaya Cakranegara yang dibuka secara resmi oleh
Pj. Sekretaris Daerah Prov. NTB dengan didampingi oleh Plh. Inspektur Provinsi NTB. Adapun
peserta yang hadir pada saat acara Pra Rakorwasdan dan Rakorwasda meliputi seluruh Inspektur,
Sekretaris dan Kasubbag Program pada Inspektorat Kabupaten/Kota se NTB, perwakilan
Perangkat Daerah se NTB, dan auditor/PPUPD pada Inspektorat Provinsi NTB yang berjumlah
sekitar 100 orang.

Gambar 1. Rapat Pra Rakorwasda Mahasiswa Magang Kampus UMMAT

Setelah acara Pra Rakorwasda telah dilaksanakan, maka pada saat kegiatan Rapat
Koordinasi Pengawasan Daerah dilakukan dengan cara penyampaian yang interaktif, dialogis, dan
partisipatif. Sehingga peserta rapat dapat dengan mudah memahami hal-hal yamg disampaikan
pada saat keberlangsungan acara rapat. Setelah pelaksaan rapat telah diselesaikan maka tahap akhir
berupa Tahap Evaluasi Akhir yaitu kegiatan berupa mengevaluasi kegiatan Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah (Rakorwasda).
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HASIL

Gambar 2. Kegiatan Rakorwasda Prov. NTB 2024

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dilaksanakan pada hari
Rabu, 21 Februari Tahun 2024 di Hotel Lombok Raya, Jalan Panca Usaha No. 11 Cilinaya
Cakranegara. Adapun rapat yaitu :

1) Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara Inspektur Provinsi NTB dengan
Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan komitmen sbb:

e Penegasan dan Penguatan Anggaran Inspektorat oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Kepada
Bupati/Walikota;

¢ Audiensi dan Konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dan MENPAN dalam rangka pengusulan kenaikan kelas jabatan Inspektur
Pembantu Kab/Kota:

e Penguatan Komitmen Penerapan MOU APIP-APH melalui Rapat
Koordinasi;

e Sinkroniasi Program pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat;

e Peningkatan SDM APIP Melalui Workshop, Diklat, dan Bimtek;

e luran AAIPI dimulai tahun 2024

2) Terlaksananya penjelasan (sosialisasi) implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah Tahun 2024; dan

3) Jenis pembinaan yang dilakukan akan melihat kebutuhan/permintaan
kabupaten/kota;
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RAKORWASDA PROVINSI NTB TAHUN 2024

Sinergitas APIP & APH dalam mengawal penyelengaraan Pemerintahan Daerah

Dasar

Gambar 3. Alur Kegiatan Rakorwasda

PEMBAHASAN
1. Pengawasan

Menurut Rai sebagaimana dikutip oleh (Jatmiko, 2020) menjelaskan bahwa sistem
pengawasan intern adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang khusus untuk memberikan
keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi berhasil mencapai tujuan dan
sasarannya. Dengan menerapkan pengawasan internal, organisasi dapat meminimalkan risiko
terjadinya hal-hal di luar rencana, meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kerugian atas
aset, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan intern bukan hanya sekedar
pengamatan, tetapi juga tindakan yang proaktif dalam menemukan dan memperbaiki
ketidaksesuaian yang terjadi. Dengan adanya pengawasan intern yang efektif, organisasi dapat
lebih terjamin dalam mencapai kesuksesan dan menjaga integritasnya.

2. Koordinasi APIP Dan APH

APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) bekerja
sama untuk melakukan audit dan perhitungan kerugian uang negara. Permintaan data atau bukti
dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau
pejabat yang berwenang. Surat permintaan tersebut ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik
atau penyidik terkait. Jika auditor memerlukan klarifikasi atau konfirmasi langsung dari pihak
terkait, permintaan tersebut disampaikan melalui penyidik. Selama klarifikasi atau konfirmasi
berlangsung, penyidik akan mendampingi auditor. Jika diperlukan bantuan teknis dari ahli lain
dalam pengumpulan dan evaluasi data, auditor dapat meminta penyidik untuk menyediakan tenaga
ahli yang diperlukan. Hasil audit harus memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan lengkap
agar dapat digunakan oleh penyidik sebagai bukti dalam perkara terkait kerugian keuangan negara.

795



KESIMPULAN

Rakorwasda merupakan kegiatan strategis. Rencana kegiatan merupakan satu langkah
untuk integrasi dan sinergi antar segenap sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, intensitas koordinasi
antara APIP Inspektorat Provinsi NTB dengan APIP Kabupaten/Kota se NTB perlu terus
ditingkatkan. Rakorwasda tingkat Provinsi NTB Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi hal
tersebut. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2024 ini diharapkan mampu mensinergikan segenap Sumber Daya
Pengawasan se Provinsi NTB dalam ikhtiar mewujudkan tata kelola pemerintah yang semakin
bersih dan melayani di masa mendatang.
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